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ABSTRAK 

Yazid, Afrizal Nurdin. 2015. Penerapan Ganti Rugi Pada Asuransi Mobil 

Yang Disebabkan Oleh Kecelakaan Dan Pencurian (Studi Kasus Di PT. Adira 

Dinamika Semarang). Skripsi, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Negeri 

Semarang. Pembimbing, Waspiah, S.H., M.H. 

 

Kata Kunci: Asuransi, Ganti Rugi, Kendaraan Bermotor, Penerapan 

 

Seiring dengan beragam dan banyaknya kendaraan bermotor yang 

beredar telah menimbulkan semakin padatnya kondisi lalu lintas dan risiko 

yang harus dihadapi oleh manusia juga semakin kompleks. Risiko yang 

mungkin terjadi pada kendaraan bermotor seperti kecelakaan dan kehilangan 

kendaraan bermotor akibat berbagai sebab. 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui: 1) Penerapan ganti rugi pada asuransi mobil yang disebabkan oleh 

kecelakaan dan pencurian di PT. Adira Dinamika Semarang, 2) tanggung 

jawab hukum apabila tertanggung dituntut oleh pihak ketiga sehubungan 

dengan kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh kendaraan yang 

diasuransikan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan ganti rugi pada 

asuransi mobil yang disebabkan oleh kecelakaan dan pencurian. Metode yang 

digunakan yuridis empiris, data yang digunakan adalah data primer dan 

sekunder. Metode pengumpulan data adalah studi observasi dan wawancara. 

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan: 1) penerapan ganti rugi 

asuransi PT. Adira Dinamika Semarang sudah sesuai dikarenakan tertanggung 

memperoleh ganti kerugian setelah memenuhi semua dokumen klaim yang 

harus dilengkapi kepada PT. Adira Dinamika Semarang. 2) Tanggung jawab 

hukum kepada pihak ketiga sehubungan dengan kerugian atau kerusakan yang 

disebabkan oleh tertanggung juga sudah sesuai, karena pihak ketiga 

memperoleh ganti kerugian yang diderita. Upaya hukum yang dilakukan PT. 

Adira Dinamika Semarang dalam penyelesaian klaim yang diajukan oleh 

tertanggung maupun pihak ketiga, penyelesaian tersebut menggunakan jalan 

negosiasi atau perundingan. 

Simpulan dari penelitian ini adalah dalam pengajuan klaim tertanggung 

maupun pihak ketiga akan memperoleh ganti kerugian dari penanggung, 

penggantian kerugian tersebut berupa perbaikan bengkel, pembayaran uang 

tunai serta penggantian suku cadang. Hal ini sesuai dengan Polis Standar 

Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia yang dikeluarkan oleh Asosiasi 

Asuransi Umum Indonesia. Penyelesaian klaim kendaraan bermotor yang 

bermasalah baik pihak penanggung, tertanggung maupun pihak ketiga harus 

saling jujur sebelum klaim diajukan.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Peran industri asuransi dalam perekonomian Indonesia tidak 

diragukan lagi sangat besar dan sangat luas. Sebagai produk jasa mungkin 

industri asuransi relatif lambat perkembangannya karena produk asuransi 

kurang diminati konsumen untuk membeli (un-sought goods). Namun 

kenyataan menunjukan bahwa sejumlah aktifitas industri dan perdagangan 

tidak mungkin berlangsung tanpa dukungan produk jasa asuransi 

(Nitisusastro, 2013: 3). 

Seseorang di dalam suatu masyarakat sering menderita kerugian 

karena akibat dari suatu peristiwa yang tidak terduga semula, misalnya 

mendapatkan kecelakaan dalam perjalanan di darat. Kalau kerugian ini 

hanya kecil sehingga dapat ditutup dengan uang simpanan, maka kerugian 

itu tidak begitu terasa. Lain halnya apabila uang simpanan tidak 

mencukupi untuk kerugian itu, maka orang akan betul-betul menderita. 

Untuk itulah, jaminan-jaminan perlindungan terhadap keadaan-keadaan 

tersebut diatas sangat diperlukan oleh setiap masyarakat yang ingin 

mengantisipasi apabila keadaan di luar dugaan telah terjadi. 

Usaha perasuransian yang kegiatannya menghimpun dana dari 

masyarakat mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Dana yang 

diperoleh dari asuransi jiwa dan asuransi kerugian pada waktu sekarang 
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walaupun jumlahnya belum sebanyak yang diharapkan tetapi manfaatnya 

sudah mulai dirasakan oleh masyarakat (Prakoso dan Martika, 1989: 302). 

Sebagai jenis perjanjian, asuransi termasuk dalam jenis perjanjian 

timbal balik yang berarti bahwa pihak pertama berkewajiban untuk 

melakukan perbuatan hukum bagi pihak kedua, sedangkan pihak kedua 

berkewajiban untuk melakukan perbuatan hukum bagi pihak pertama. 

Dalam hal asuransi, pihak penanggung mengikatkan diri untuk mengganti 

kerugian atau membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak tertanggung 

dan pihak tertanggung mengikatkan diri untuk membayar premi kepada 

pihak penanggung (Purwosutjipto, 1983: 65). 

Mengingat arti pentingnya perjanjian asuransi sesuai dengan 

tujuannya, yaitu sebagai suatu perjanjian yang memberikan proteksi, maka 

perjanjian ini sebenarnya menawarkan suatu kepastian dari suatu 

ketidakpastian mengenai kerugian ekonomis yang mungkin diderita karena 

suatu peristiwa yang belum pasti (Hartanto, 1992: 83). 

Perkembangan kendaraan bermotor di Indonesia menunjukkan 

pertumbuhan yang cukup pesat seiring dengan pertumbuhan industri 

otomotif. Laju pertumbuhan kendaraan bermotor pribadi tampaknya jauh 

lebih menonjol dan mendominasi dibandingkan dengan kendaraan 

bermotor niaga ataupun kendaraan umum lainnya. Hal tersebut dilihat dari 

tahun 2013 mencapai 104,211 juta unit, naik 11 % dari tahun sebelumnya 

tahun 2012 yang cuma 94,299 juta unit (http://www.kompas.com/). Ini 

menunjukan bahwa kebutuhan manusia akan kendaraan bermotor bukan 
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hanya sebagai kebutuhan sarana saja, namun telah berkembang menjadi 

kebutuhan pribadi seseorang untuk tujuan prestise maupun sebagai media 

seseorang guna mengekspresikan status sosialnya. 

Seiring dengan beragam dan banyaknya kendaraan bermotor yang 

beredar telah menimbulkan semakin padatnya kondisi lalu lintas dan risiko 

yang harus dihadapi oleh manusia juga semakin kompleks. Risiko yang 

mungkin terjadi pada kendaraan bermotor seperti kecelakaan dan 

kehilangan kendaraan bermotor akibat berbagai sebab. 

Sejarah catatan hidup keseharian masing-masing individu, masing-

masing orang mengalami berbagai macam risiko atau peristiwa yang tidak 

diinginkan namun tetap tidak terhindarkan. Misalnya, terjadi kecelakaan 

kendaraan bermotor pada saat perjalanan atau kehilangan kendaraan 

bermotor yang disebabkan pencurian. Tentu pada saat bersamaan orang 

tersebut akan diliputi oleh berbagai macam perasaan sedih, kesal, bingung, 

marah dan lain sebagainya.  

Berikut ini adalah data kecelakaan lalu lintas dan pencurian 

kendaraan bermotor di Semarang: 

Tabel 1.1.1 

Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Semarang 

Tahun 2012-2013 

No Keterangan Tahun 

2013 2012 

1 Luka Ringan 716 758 
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2 Luka Berat 5 19 

3 Meninggal 115 132 

 Jumlah Kecelakaan 541 573 

 

Tabel 1.1.2 

Pencurian Kendaraan Bermotor di Kota Semarang 

Tahun 2012-2013 

No Keterangan Tahun 

2013 2012 

1 Laporan Pencurian 87 101 

2 Kasus Yang 

Diselesaikan 

23 42 

Sumber:http://www.suaramerdeka.com 

Tingginya angka risiko kecelakaan dan Pencurian membuat 

perusahaan asuransi memegang peranan penting dalam memberikan 

kepastian bagi manusia yang bersifat komersial maupun bukan komersial. 

Asuransi dapat memberikan proteksi terhadap kecelakaan lalu lintas, 

pencurian kendaraan bermotor maupun kematian. Salah satu kebutuhan 

hidup yang tidak kalah penting di era globalisasi ini adalah kebutuhan 

akan jasa asuransi. 

Hal inilah yang mendorong berkembang pesatnya perusahaan 

asuransi. Banyaknya penduduk yang khawatir akan jaminan keselamatan 

hidupnya. Berdasarkan kenyataan tersebut banyak bermunculan 
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perusahaan-perusahaan asuransi yang menawarkan berbagai jenis polis, 

salah satunya saat sekarang ini yaitu PT. Adira Dinamika Semarang. 

Risiko hampir selalu melekat dalam kehidupan manusia, maka kita 

harus mengelolanya dengan sebaik-baiknya melalui suatu cara atau teknik-

teknik tertentu agar dampak yang ditimbulkannya tidak berpengaruh 

terhadap tujuan atau kerugian manusia. Tindakan-tindakan atau usaha-

usaha untuk mengatasi risiko itu dikenal dengan nama Manajemen Risiko 

(Risk Management). 

Penelitian terdahulu dengan judul pemberian ganti kerugian terhadap 

nasabah asuransi kendaraan bermotor (mobil) di PT. Asuransi Sinarmas 

(studi khusus terhadap pembelian mobil secara kredit) (Aniyati, 2013). 

Perbedaan skripsi ini dengan terdahulu adalah pada skripsi ini membahas 

mengenai ganti rugi asuransi yang disebabkan oleh kecelakaan dan 

pencurian, serta tanggung jawab hukum apabila tertanggung dituntut pihak 

ketiga sehubungan kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh 

kendaraan yang diasuransikan. Sedangkan penelitian terdahulu membahas 

mengenai pemberian ganti kerugian terhadap nasabah asuransi kendaraan 

bermotor (mobil) ketika mobil mengalami kecelakaan atau kerusakan yang 

pembeliannya dilakukan secara kredit, serta hambatan yang ditemukan 

dalam memberikan ganti kerugian (klaim) kepada pemegang polis asuransi 

mobil yang mengalami kecelakaan atau kerusakan khususnya bagi mobil 

yang dibeli secara kredit. 
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Asuransi kendaraan bermotor merupakan salah satu dari berbagai 

jenis asuransi kerugian. Pada umumnya tujuan dari asuransi kendaraan 

bermotor adalah untuk mengambil alih risiko-risiko yang mungkin 

ditanggung oleh pemilik kendaraan bermotor yang bersangkutan terhadap 

keuangan yang diderita kendaraan bermotor karena berbagai sebab yang 

tidak tentu. Dapat juga terhadap risiko-risiko yang berhubungan dengan 

kewajiban menurut hukum untuk membayar ganti rugi kepada pihak ketiga 

berhubungan dengan sesuatu yang ada kaitannya dengan kendaraan 

bermotor miliknya atau yang menjadi tanggung jawabnya. Termasuk jenis 

kendaraan bermotor (Rido, 1986: 79). 

Banyaknya kendaraan bermotor dalam jumlah maupun jenis 

membuat risiko yang mungkin terjadi atas kecelakaan dan pencurian 

terhadap kendaraan bermotor semakin tinggi. Sehingga penulis menarik 

untuk melakukan penelitian. Berdasarkan pada pemikiran inilah kiranya 

perlu dilakukan penelitian dengan judul “PENERAPAN GANTI RUGI 

PADA ASURANSI MOBIL YANG DISEBABKAN OLEH 

KECELAKAAN DAN PENCURIAN (STUDI KASUS DI PT. ADIRA 

DINAMIKA SEMARANG)”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Melihat dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka 

penulisan mengidentifikasikan masalah yang mungkin muncul, yakni : 
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a) Bagaimana penerapan ganti rugi pada asuransi mobil yang 

disebabkan oleh kecelakaan dan pencurian di PT. Adira Dinamika 

Semarang. 

b) Bagaimana tanggung jawab hukum apabila tertanggung dituntut oleh 

pihak ketiga sehubungan dengan kerugian atau kerusakan yang 

disebabkan oleh kendaraan yang diasuransikan. 

c) Bagaimana proses permohonan penutupan asuransi kendaraan 

bermotor di PT. Adira Dinamika Semarang. 

d) Bagaimana jalan keluar apabila pembayaran premi asuransi terhenti 

di PT. Adira Dinamika Semarang. 

e) Apa sajakah yang menyebabkan penolakan klaim asuransi di PT. 

Adira Dinamika Semarang. 

1.3 Pembatasan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka 

perlu kiranya masalah yang akan diteliti harus dibatasi, pembatasan dalam 

penelitian ditunjuk agar permasalahan tidak terlalu luas sehingga dapat 

lebih fokus dalam pelaksanaan dan pembatasan. Pembatasan tersebut 

antara lain : 

a) Bagaimana penerapan ganti rugi pada asuransi mobil yang 

disebabkan oleh kecelakaan dan pencurian di PT. Adira Dinamika 

Semarang. 



8 

 
 

b) Bagaimana tanggung jawab hukum apabila tertanggung dituntut oleh 

pihak ketiga sehubungan dengan kerugian atau kerusakan yang 

disebabkan oleh kendaraan yang diasuransikan. 

c) Bagaimana proses permohonan penutupan asuransi kendaraan 

bermotor di PT. Adira Dinamika Semarang. 

d) Bagaimana jalan keluar apabila pembayaran premi asuransi terhenti 

di PT. Adira Dinamika Semarang. 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, 

maka pada permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah: 

a) Bagaimana penerapan ganti rugi pada asuransi mobil yang 

disebabkan oleh kecelakaan dan pencurian di PT. Adira Dinamika 

Semarang. 

b) Bagaimana tanggung jawab hukum apabila tertanggung dituntut oleh 

pihak ketiga sehubungan dengan kerugian atau kerusakan yang 

disebabkan oleh kendaraan yang diasuransikan. 

1.5 Tujuan Penelitian 

Pada dasarnya tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

a) Untuk mengidentifikasi bagaimana penerapan ganti rugi pada 

asuransi mobil yang disebabkan oleh kecelakaan dan pencurian di 

PT. Adira Dinamika Semarang. 
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b) Untuk mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana tanggung 

jawab hukum apabila tertanggung dituntut oleh pihak ketiga 

sehubungan dengan kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh 

kendaraan yang diasuransikan. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan yang 

bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan didalamnya. 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

Mengembangkan ilmu hukum perdata, khususnya hukum asuransi 

pada penerapan ganti rugi asuransi kendaraan bermotor yang disebabkan 

oleh kecelakaan dan pencurian, serta bagaimana tanggung jawab hukum 

apabila tertanggung dituntut oleh pihak ketiga sehubungan dengan 

kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh kendaraan yang 

diasuransikan. 

1.6.2 Manfaat Praktis 

Memberikan saran kepada PT. Adira Dinamika Semarang, agar tetap 

menerapkan ganti rugi asuransi mobil yang disebabkan oleh kecelakaan 

dan pencurian. Serta menambah pengetahuan dan wawasan kepada 

tertanggung tentang penerapan ganti rugi asuransi mobil yang disebabkan 

oleh kecelakaan dan pencurian. 
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1.7 Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami tugas akhir serta 

memberikan gambaran yang menyeluruh secara garis besar, sistematika 

tugas akhir dibagi menjadi tiga bagian. Adapun sistematikanya adalah : 

a. Bagian Awal Skripsi yang memuat: 

Bagian awal skripsi mencakup halaman sampul depan, halaman 

judul, abstrak, halaman pengesahan, motto dan persembahan, kata 

pengantar, daftar isi dan daftar lampiran. 

b. Bagian Pokok Skripsi yang memuat: 

BAB I PENDAHULUAN, Bab ini menguraikan tentang : Latar 

Belakang, Identifikasi Masalah, Pembatasan Masalah, 

Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, 

dan Sistematika Penulisan. 

BAB II  TINJAUAAN PUSTAKA, Bab ini berisi tentang : teori yang 

berkaitan dengan pokok bahasan mengenai hukum asuransi 

terhadap ganti kerugian kendaraan bermotor. 

BAB III  METODE PENELITIAN, Bab ini berisi tentang : Metode 

Pendekatan, Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Fokus 

Penelitian, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, dan 

Prosedur Penelitian. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN, Bab ini menguraikan hasil 

penelitian tentang penerapan ganti rugi pada asuransi mobil 

yang disebabkan oleh kecelakaan dan pencurian dan 
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tanggung jawab hukum apabila tertanggung dituntut oleh 

pihak ketiga sehubungan dengan kendaraan yang 

diasuransikan. 

BAB V PENUTUP, bab ini menguraikan tentang simpulan dari hasil 

penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan serta saran 

dari penulis berkaitan dengan penerapan ganti rugi atas 

asuransi kendaraan bermotor yang disebabkan oleh 

kecelakaan dan pencurian. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Asuransi Secara Umum 

Asuransi merupakan suatu perjanjian ganti rugi sehingga asuransi 

melibatkan sekurang-kurangnya pihak yang menderita kerugian dan pihak 

yang berjanji untuk memberikan ganti rugi. Berdasarkan prinsip asuransi 

indemnitas (ganti rugi), dapat diartikan sebagai suatu mekanisme dengan 

mana si penanggung memberikan ganti rugi finansial dalam suatu upaya 

menempatkan si tertanggung pada posisi keuangan yang dimiliki pada saat 

sebelum kerugian itu terjadi. Oleh sebab itu, para pelaku transaksi asuransi 

perlu memahami dengan baik risiko sebagai inti dari asuransi, fungsi-

fungsi asuransi, prinsip-prinsip asuransi, serta praktek-praktek asuransi. 

Menurut Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum dagang (KUHD), 

yang dimaksud dengan asuransi/pertanggungan adalah : 

“Perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri 

kepada seorang tertanggung dengan memperoleh premi, untuk 

memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, 

atau kehilangan, keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan 

dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu”. 

 

Asuransi dalam Pasal 1 Undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang 

Usaha Perasuransian yaitu: 

“perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak 

penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima 

premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena 

kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau 

tanggung jawab hukum pihak ketiga yang mungkin akan diderita 

tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau 
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memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau 

hidupnya seseorang yang dipertanggungkan”.  

 

Perlu diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 

tentang Usaha Perasuransian hanya mengatur mengenai usaha 

perasuransian saja dan bukan mengatur substansi dari asuransi itu sendiri. 

Oleh karenanya dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 

tentang Usaha Perasuransian tidak menghapus ketentuan-ketentuan 

mengenai asuransi yang diatur dalam KUHD yang dibuat pada masa 

kolonial Belanda (Sastrawidjaja dan Endang, 1993: 50). 

Dengan demikian asuransi merupakan perjanjian timbal balik karena 

mendapat ikatan bersyarat dari penanggung terhadap tertanggung untuk 

membayar ganti rugi, tetapi sebaliknya dari sisi tertanggung terdapat 

ikatan tidak bersyarat untuk membayar premi, Prof P.L Wery (Hartanto, 

1992: 85) mengemukakan bahwa : 

a) Asuransi merupakan perjanjian berdasarkan konsesus, dapat terjadi 

setelah ada kata sepakat, artinya perjanjian tanpa bentuk. 

Asuransi merupakan sifat kepercayaan yang istimewa, saling 

percaya mempercayai diantara para pihak adalah menentukan perjanjian 

itu sendiri. 

Asuransi atau pertanggungan merupakan suatu perjanjian, maka 

didalamnya paling sedikit terdapat dua pihak yang mengadakan 

kesepakatan. Pihak yang satu adalah pihak yang mengalihkan risiko 

kepada pihak lain, yang disebut dengan tertanggung. Sedangkan pihak 
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yang lain adalah pihak yang menerima risiko dari pihak tertanggung yang 

disebut dengan penanggung, yaitu perusahaan asuransi. 

Subyek dalam perjanjian asuransi adalah pihak-pihak yang bertindak 

aktif yang mengamalkan perjanjian itu, yaitu pihak tertanggung, pihak 

penanggung dan pihak-pihak yang berperan sebagai penunjang perusahaan 

asuransi. 

a. Penanggung 

Pengertian penanggung secara umum, adalah pihak yang menerima 

pengalihan risiko dimana dengan mendapat premi, berjanji akan 

mengganti kerugian atau membayar sejumlah uang yang telah disetujui, 

jika terjadi peristiwa yang tidak dapat diduga sebelumnya, yang 

mengakibatkan kerugian bagi tertanggung. 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian 

menyebutkan bahwa penyelenggara usaha perasuransian atau pihak yang 

bertindak sebagai pihak penanggung hanya boleh dilakukan oleh badan 

hukum yang berbentuk Perusahaan Perseroan (persero), Koperasi, 

Perseroan Terbatas dan Usaha Bersama (mutual). 

Badan hukum penyelenggara perasuransian dalam Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, disebut perusahaan 

perasuransian. Perusahaan Perasuransian tersebut adalah : 

a) Perusahaan asuransi kerugian, yaitu perusahaan atau usaha 

asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko 
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atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum 

kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. 

b) Perusahaan asuransi jiwa, yaitu perusahaan atau usaha asuransi 

yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang 

dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang 

dipertanggungkan. 

c) Perusahaan reasuransi, yaitu perusahaan atau usaha asuransi 

yang memberikan jasa dalam pertanggungan ulang terhadap 

risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian dan atau 

perusahaan asuransi jiwa. 

b. Tertanggung 

Pengertian tertanggung secara umum adalah pihak yang 

mengalihkan risiko kepada pihak lain dengan membayarkan sejumlah 

premi. Berdasar Pasal 250 KUHD yang dapat bertindak sebagai 

tertanggung adalah sebagai berikut : 

“Bilamana seseorang yang mempertanggungkan untuk diri sendiri, 

atau seseorang, untuk tanggungan siapa diadakan pertanggungan oleh 

seorang yang lain, pada waktu pertanggungan tidak mempunyai 

kepentingan atas benda tidak berkewajiban mengganti kerugian.” 

 

Berdasarkan Pasal 250 KUHD tersebut yang berhak bertindak 

sebagai tertanggung adalah pihak yang mempunyai interest (kepentingan) 

terhadap obyek yang dipertanggungkan. Apabila kepentingan tersebut 

tidak ada, maka pihak penanggung tidak berkewajiban memberikan ganti 

kerugian yang diderita pihak tertanggung. Pasal 264 KUHD menentukan, 

selain mengadakan perjanjian asuransi untuk kepentingan diri sendiri, juga 
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diperbolehkan mengadakan perjanjian asuransi untuk kepentingan pihak 

ketiga, baik berdasarkan pemberian kuasa dari pihak ketiga itu sendiri 

ataupun di luar pengetahuan pihak ketiga yang berkepentingan. 

c. Obyek Pertanggungan 

Pasal 268 KUHD mengatur : Pertanggungan dapat berpokok semua 

kepentingan, yang dapat dinilai dengan uang, diancam oleh suatu bahaya, 

dan oleh undang-undang tidak terkecualikan. Kepentingan sebagaimana 

diatur dalam Pasal 268 KUHD tersebut tidak berlaku bagi asuransi 

sejumlah uang (jiwa), dimana terdapat hal-hal tertentu yang tidak dapat 

dinilai dengan uang atau bersifat hubungan material, yang bersifat 

hubungan kekeluargaan dan hubungan cinta kasih antar keluarga. 

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 menyatakan 

obyek asuransi adalah benda dan jasa, jiwa dan raga, kesehatan manusia, 

tanggung jawab hukum, serta semua kepentingan lainnya yang dapat 

hilang rusak, rugi, dan atau berkurang nilainya. 

2.1.1 Asas-Asas Asuransi 

Asas-asas perjanjian asuransi diatur di dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Dagang, hampir seluruhnya merupakan asas-asas yang berlaku 

bagi asuransi ganti kerugian pada umumya. Asas-asas termaksud pada 

umumnya memberikan pengamanan terhadap kepentingan-kepentingan 

yang berkaitan dengan pemilikan dan kebendaan. Asas-asas umum 

asuransi yang dianut dan menguasai permainan dan pelaksanaan perjanjian 

asuransi adalah sebagai berikut: 
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a. Asas indemnitas 

Asas indemnitas adalah satu asas utama dalam perjanjian asuransi, 

karena merupakan asas yang mendasari mekanisme kerja dan memberi 

arah tujuan dari perjanjian asuransi itu sendiri (khusus untuk asuransi 

kerugian). Perjanjian asuransi mempuyai tujuan utama dan spesifik ialah 

untuk memberi suatu ganti kerugian kepada pihak tertanggung oleh pihak 

penanggung. 

Perjanjian asuransi jumlah tidak mempunyai tujuan untuk mengganti 

suatu kerugian, sehingga asas indemnitas tidak berlaku bagi asuransi ini. 

Asas indemnitas ini dapat dijumpai sejak awal pengaturan perjanjian 

asuransi, yaitu pada Pasal 246 KUH Dagang yaitu pada kata penggantian 

kepadanya. Asas indemnitas ini adalah sebagai landasan dasar 

sebagaimana dimaksud di atas pada hakikatnya mengandung dua aspek, 

yaitu: 

1. Berhubungan dengan tujuan dari perjanjian, harus ditujukan 

kepada ganti kerugian, yang tidak boleh diarahkan bahwa 

pihak tertanggung karena pembayaran ganti rugi jelas akan 

menduduki posisi yang lebih menguntungkan. Jadi bila 

terdapat klausula yang bertentangan dengan tujuan ini 

menyebabkan batalnya perjanjian. 

2. Berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian asuransi sebagai 

keseluruhan yang sah. Untuk keseluruhan atau sebagian tidak 

boleh bertentangan dengan aspek pertama. 
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b. Asas kepentingan yang dapat diasuransikan 

Kepentingan yang dapat diasuransikan merupakan asas utama kedua 

dalam perjanjian asuransi/pertanggungan. Setiap pihak yang bermaksud 

mengadakan perjanjian asuransi, harus mempunyai kepentingan yang 

dapat diasuransikan, maksudnya ialah bahwa pihak tertanggung 

mempunyai keterlibatan sedemikian rupa dengan akibat dari suatu 

peristiwa yang belum pasti terjadinya dan yang bersangkutan menjadi 

menderita kerugian. 

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, mengenai kepentingan, 

mengaturnya dalam dua Pasal yaitu Pasal 250 dan Pasal 268. 

Pasal 250: 

“apabila seorang telah mengadakan suatu pertanggungan untuk diri 

sendiri, atau apabila seorang yang untuknya telah diadakan suatu 

pertanggungan, pada saat diadakannya pertanggungan itu tidak 

mempunyai suatu kepentingan terhadap barang yang 

dipertanggungkan itu, maka si penanggung tidaklah diwajibkan 

memberikan ganti rugi.” 

 

Pasal 268: 

“suatu pertanggungan dapat mengenai segala kepentingan yang 

dapat dinilaikan dengan uang, dapat diancam oleh sesuatu bahaya, 

dan tidak dikecualikan oleh undang-undang.” 

 

Jadi pada hakikatnya, setiap kepentingan itu dapat 

diasuransikan/dipertanggungkan, baik kepentingan yang bersifat 

kebendaan atau kepentingan yang bersifat hak, sepanjang memenuhi syarat 

yang diminta oleh Pasal 268 tersebut diatas, yaitu bahwa kepentingan itu 

dapat dinilai dengan uang, dapat diancam bahaya dan tidak dikecualikan 

oleh undang-undang. Meskipun demikian, untuk selanjutnya masih 
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perlu/dapat dipertanyakan lagi, kapankah kepentingan itu harus ada. 

Dalam hal ini, undang-undang mengatur sebagaimana ketentuan Pasal 250 

KUH Dagang. 

c. Asas kejujuran yang sempurna 

Asas kejujuran ini sebenarnya merupakan asas bagi setiap perjanjian, 

sehingga harus dipenuhi oleh para pihak yang mengadakan perjanjian. 

Tidak dipenuhinya asas ini pada saat akan menutup suatu perjanjian akan 

menyebabkan adanya cacat kehendak, sebagaimana makna dari seluruh 

ketentuan-ketentuan dasar yang diatur oleh Pasal-Pasal 1320-1329 KUH 

Perdata. Bagaimanapun juga itikad baik merupakan satu dasar utama dan 

kepercayaan yang melandasi setiap perjanjian dan hukum pada dasarnya 

juga tidak melindungi pihak yang beritikad buruk. 

d. Asas subrogasi bagi penanggung 

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, asas ini secara tegas 

diatur didalam Pasal 284:  

“Seorang penanggung yang telah membayar kerugian sesuatu barang 

yang dipertanggungkan, menggantungkan dalam segala hak yang 

diperolehnya terhadap orang-orang ketiga berhubungan dengan 

menerbitkan kerugian tersebut, dan si tertanggung itu adalah 

bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan 

hak si penanggung terhadap orang-orang ketiga itu”. 

 

Asas subrogasi bagi penanggung, seperti diatur pada Pasal 284 KUH 

Dagang tersebut diatas adalah suatu asas yang merupakan konsekunsi logis 

dari asas indemnitas. Mengingat tujuan perjanjian asuransi itu adalah 

untuk memberi ganti kerugian, maka tidak adil apabila tertanggung, karena 

dengan terjadinya suatu peristiwa yang tidak diharapkan menjadi 
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diuntungkan. Artinya tertanggung di samping sudah mendapat ganti 

kerugian dari penanggung masih memperoleh pembayaran lagi dari pihak 

ketiga. 

2.1.2 Tujuan Asuransi 

a. Teori Pengalihan Risiko 

Dalam perjanjian asuransi, pengalihan risiko dari tertanggung 

kepada penanggung diimbangi pembayaran premi oleh tertanggung, yang 

seimbang dengan beratnya risiko yang dialihkan, meskipun dapat 

diperjanjikan kemungkinan prestasi itu tidak perlu seimbang. Dalam 

perjanjian untung-untungan (chance agreement) para pihak sehingga 

sengaja melakukan perbuatan untung-untungan yang tidak digantungkan 

oleh prestasi yang seimbang, misalnya pada perjudian dan pertaruhan 

(Muhammad, 2011: 12). 

Berbeda dengan asuransi kerugian, pada asuransi jiwa apabila 

sampai berakhirnya jangka asuransi tidak terjadi peristiwa kematian atau 

kecelakaan yang menimpa diri tertanggung, maka tertanggung akan 

memperoleh pengambilan sejumlah uang dari penaggung sesuai dengan isi 

perjanjian asuransi. Premi yang dibayarkan tertanggung itu seolah-olah 

sebagai tabungan pada penanggung. Timbulnya perbedaan asuransi 

kerugian karena pembayaran premi pada asuransi jiwa dilakukan secara 

berkala biasanya secara bulanan. Dalam jangka waktu yang cukup lama 

premi yang disetor kepada penaggung dapat berfungsi sebagai modal 
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usaha dengan mana tertanggung diberikan jangka waktu asuransi berakhir 

tanpa terjadi evenemen. 

b. Pembayaran Ganti Kerugian 

Dalam hal ini terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian, maka 

tidak ada masalah terhadap risiko yang ditanggung oleh penanggung. 

Dalam prakteknya tidak senantiasa bahaya yang mengancam itu sungguh-

sungguh terjadi. Ini merupakan kesempatan baik bagi penanggung 

mengumpulkan premi yang dibayar oleh beberapa tertanggung yang 

mengikatkan diri kepadanya. Jika pada suatu ketika sungguh-sungguh 

terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian (risiko berubah menjadi 

kerugian), maka kepada tertanggung yang bersangkutan akan dibayarkan 

ganti kerugian yang seimbang dengan jumlah asuransinya. Dalam 

praktiknya, kerugian yang timbul itu bersifat sebagian (partial loss). 

Dengan demikian, tertanggung mengadakan asuransi yang bertujuan untuk 

memperoleh pembayaran ganti kerugian yang sungguh-sungguh 

dideritanya (Muhammad, 2011: 13). 

Berbeda dengan asuransi kerugian, pada asuransi jiwa apabila dalam 

jangka waktu asuransi terjadi peristiwa kematian atau kecelakaan yang 

menimpa diri penaggung, maka penaggung akan membayar jumlah 

asuransi yang telah disepakati bersama seperti tercantum dalam polis. 

Jumlah asuransi yang disepakati itu merupakan dasar perhitungan premi 

dan untuk memudahkan penanggung membayar sejumlah uang akibat 

terjadi peristiwa kematian atau kecelakaan. Jadi, pembayaran uang itu 
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bukan sebagian ganti kerugian, karena jiwa atau raga manusia bukan harta 

kekayaan dan tidak dapat dinilai dengan uang. 

c. Pembayaran Santunan 

Asuransi kerugian dan asuransi jiwa diadakan berdasarkan perjanjian 

bebas (sukarela) antara penanggung dan tertanggung (Voluntary 

insurance). Akan tetapi, undang-undang mengatur asuransi yang bersifat 

wajib (compulsory insurance), artinya tertanggung terikat dengan 

penanggung karena perintah undang-undang, bukan karena perjanjian. 

Asuransi jenis ini disebut asuransi sosial (social security insurance). 

Asuransi sosial bertujuan melindungi masyarakat dari ancaman bahaya 

kecelakaan yang mengakibatkan kematian atau cacat tubuh. Dengan 

membayar sejumlah kontribusi (semacam premi), tertanggung berhak 

memperoleh perlindungan dari ancaman bahaya (Muhammad, 2011: 14). 

Tertanggung yang membayar kontribusi tersebut adalah mereka yang 

terikat pada suatu hubungan hukum tertentu yang ditetapkan Undang-

Undang, misalnya hubungan kerja, penumpang angkutan umum. Apabila 

mereka mendapat musibah kecelakaan dalam perjalanannya atau selama 

angkutan berlangsung, mereka (atau ahli warisnya) akan memperoleh 

pembayaran santunan dari penanggung, yang jumlahnya telah ditetapkan 

oleh Undang-Undang. Jadi, tujuan mengadakan asuransi sosial menurut 

Undang-Undang adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat, dan 

mereka yang terkena musibah diberi santunan sejumlah uang. 
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2.1.3 Jenis-Jenis Klausula Asuransi 

Suatu perjanjian asuransi kerap memuat janji-janji khusus yang 

keberadaanya dirumuskan secara tegas dan jelas dalam polis. Hal ini bisa 

disebut sebagai klausula asuransi. Klausula asuransi ini dimaksudkan 

untuk mengetahui batas tanggung jawab penanggung dalam pembayaran 

ganti kerugian apabila sewaktu-waktu terjadi peristiwa yang 

mengakibatkan kerugian. Adapun yang dimaksud dengan klausula-

klausula tersebut, antara lain, meliputi: 

a) Klausula primier risqué 

Kalusula ini menyatakan bahwa apabila asuransi di bawah nilai 

benda sewaktu-waktu di masa depan terjadi kerugian, maka perusahaan 

asuransi selaku pihak penanggung akan membayar ganti kerugian secara 

keseluruhan hingga batas maksimum jumlah yang diasuransikan (Pasal 

253 ayat 3 KUHD). 

b) Klausula all risk 

Klausula ini menentukan bahwa perusahaan asuransi selaku pihak 

penanggung akan senantiasa menanggung segala bentuk risiko atau benda 

yang diasuransikan. Klausula ini menyatakan bahwa pihak penanggung 

akan mengganti segala bentuk kerugian yang disebabkan oleh peristiwa 

apapun, terkecuali apabila kerugian tersebut memang disebabkan terjadi 

karena kesalahan tertanggung sendiri (Pasal 276 KUHD) atau disebabkan 

cacat sendiri bendanya (Pasal 249 KUHD). 

c) Klausula total loss only 
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Klausula ini menentukan bahwa perusahaan asuransi selaku pihak 

penanggung hanya akan sebatas menanggung kerugian yang merupakan 

kerugian keseluruhan atau total atas benda yang diasuransikan (Farodis, 

2014: 18). 

d) Klausula all seen 

Klausula ini biasanya digunakan pada asuransi kebakaran. Klausula 

ini biasanya menentukan bahwa perusahaan asuransi selaku pihak 

penanggung sudah mengetahui keadaan, konstruksi, letak, sekaligus cara 

penggunaan bangunan yang diasuransikan (Farodis, 2014: 19). 

e) Klausula renunciation (renunsiasi) 

Berdasarkan pada klausula, penanggung tidak akan menggugat 

tertanggung dengan alasan Pasal (251 KUHD) terkecuali apabila hakim 

menentukan bahwa Pasal tersebut harus diberlakukan secara jujur atau 

dengan itikad baik sekaligus sesuai dengan kebiasaan, yaitu dapat 

dipahami apabila sewaktu-waktu timbul kerugian yang disebabkan 

evenemen dan tertanggung tidak memberitahukan keberadaan objek yang 

diasuransikan kepada pihak tertanggung, maka pihak penanggung tidak 

akan mengajukan (Pasal 251 KUHD). Selain itu, pihak penanggung juga 

berkewajiban untuk membayar klaim ganti kerugian kepada pihak 

tertanggung (Ferodis, 2014: 19). 

f) Klausula free particular average 

Dijelaskan bahwa pihak penanggung (perusahaan asuransi) 

dibebaskan dari kewajibannya untuk membayar ganti kerugian yang 
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diakibatkan oleh peristiwa khusus di laut (particular average) 

sebagaimana ditentukan dalam (Pasal 709 KUHD). Dapat pula dipahami 

pihak penanggung atau perusahaan asuransi memiliki hak untuk menolak 

pembayaran  ganti kerugian yang diklaim oleh pihak tertanggung apabila 

sewaktu-waktu timbul kerugian yang diakibatkan oleh peristiwa khusus 

yang sudah dibebaskan klausula FPA (Farodis, 2014: 20). 

g) Kalusula riot, strike dan civil commotion 

Riot (kerusuhan) yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh sejumlah 

orang dengan jumlah minimal 12 orang. Strike (pemogokan) yaitu suatu 

tindakan pengrusakan yang dilakukan secara sengaja oleh sekelompok 

pekerja dengan jumlah minimal 12 orang pekerja atau separuh dari jumlah 

keseluruhan pekerja yang ada. Civil commotion (huru-hara) yaitu suatu 

tindakan yang terjadi di suatu kota, di mana sejumlah besar massa secara 

bersama-sama atau dalam bentuk kelompok-kelompok kecil menimbulkan 

suasana gangguan (Farodis, 2014: 20). 

2.1.4 Prinsip-Prinsip Asuransi 

Prinsip-prinsip dasar asuransi seringkali juga disebut sebagai doktrin 

asuransi. Dalam hal ini, prinsip-prinsip asuransi mencakup insurable 

interest, utmost good faith, indemnity, proximate cause, serta subrogation 

and contribution. Berikut ini penjelasan lebih jelas dari kelima prinsip 

tersebut: 

a) Prinsip Adanya Kepentingan (Insurable Interest) 
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Prinsip ini terdapat pada Pasal 250 KUHD, yang mengharuskan 

adanya kepentingan dalam setiap asuransi. Apabila syarat itu tidak ada, 

maka ancamannya adalah pertanggungan itu batal. Kepentingan 

merupakan latar belakang seseorang mengasuransikan barang atau 

kepentingannya sehingga ketika terjadi sesuatu ia akan memperoleh ganti 

kerugian. Kepentingan itu harus dimunculkan pada setiap polis asuransi, 

namun bukan berarti terjadi pada saat dilakukan perjanjian, karena 

prakteknya kepentingan ini muncul pada saat kejadian yang menimbulkan 

kerugian (Purba, 1995: 44). 

Kepentingan yang terdapat dalam Pasal 250 KUHD harus memenuhi 

syarat yang diatur dalam Pasal 268 KUHD di mana kepentingan tersebut 

dapat dinilai dengan uang, dapat diancam oleh suatu bahaya dan tidak 

dikecualikan oleh undang-undang. 

Dari keterangan di atas, maka terdapat 4 (empat) hal penting yang 

harus dikandung dalam prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan, 

yaitu : 

a. Bahwa harus ada harta benda, hak, kepentingan, jiwa, anggota 

tubuh, atau tanggung gugat yang dapat dipertanggungkan. 

b. Bahwa harta benda, hak, kepentingan, jiwa, anggota tubuh, atau 

tanggung gugat itu harus menjadi pokok pertanggungan. 

c. Bahwa tertanggung harus mempunyai hubungan dengan pokok 

pertanggungan, dengan hubungan mana tertanggung tidak akan 

mengalami kerugian apabila pokok pertanggungan itu selamat 
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atau bebas dari tanggung gugat, dan akan menderita kerugian 

apabila pokok pertanggungan itu mengalami kerusakan atau 

menimbulkan tanggung gugat. 

d. Bahwa hubungan antara tertanggung dengan pokok 

pertanggungan itu diakui oleh hakim. 

b) Prinsip Itikad baik (The Utmost Good Faith) 

Utmost good faith secara sederhana bisa diterjemahkan sebagai 

“niatan baik”. Dalam hal ini, hal yang dimaksud adalah dalam menetapkan 

kontrak atau persetujuan, sudah seharusnya dilakukan semata-mata 

berlandaskan dengan niatan baik. Dengan demikian, tidak dibenarkan jika 

kemudian baik dari pihak tertanggung maupun pihak penanggung 

menyembunyikan suatu fakta yang bisa mengakibatkan timbulnya 

kerugian bagi salah satu pihak di antara keduanya. Prinsip semacam ini 

sebenarnya berlaku dalam segala bentuk perjanjian maupun persetujuan 

(Farodis, 2014: 29-30). 

Pasal 251 KUHD secara sepihak menekankan kewajiban untuk 

melaksanakan itikad baik hanya kepada pihak tertanggung karena adanya 

anggapan bahwa tertanggunglah yang paling mengetahui mengenai obyek 

yang diasuransikan. Menurut M. Suparman Sastrawijaya, Pasal 251 

KUHD terlalu memberatkan tertanggung disebabkan karena ancaman 

dapat dibatalkannya asuransi terhadap tertanggung yang beritikad baik dan 

tidak diberikannya kesempatan bagi tertanggung untuk memperbaiki 

kekeliruan dalam memberikan keterangan. 
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Mengenai kekeliruan dalam memberikan informasi apabila 

dihubungkan dengan syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 

1320 KUH Perdata, akibat hukumnya adalah dapat dibatalkan. Sedangkan 

Pasal 251 KUHD akibat hukum adanya kekeliruan adalah batal. Dengan 

demikian Pasal 251 KUHD menyimpang dari ketentuan Pasal 1320 KUH 

Perdata. 

Hal untuk melaksanakan itikad terbaik bukan hanya merupakan 

kewajiban tertanggung, namun juga menjadi kewajiban penanggung. Pihak 

penanggung tidak dibenarkan memberikan pernyataan atau keterangan 

yang tidak benar pada saat merundingkan penutupan asuransi; penanggung 

tidak dibenarkan menyembunyikan fakta-fakta yang dapat merugikan 

posisi tertanggung. 

c) Prinsip Ganti Rugi Seimbang (Principle of Indemnity) 

Prinsip ini menjelaskan bahwa dalam suatu perjanjian asuransi, 

apabila seorang tertanggung menderita kerugian finansial yang diakibatkan 

oleh risiko tertentu yang dijamin perusahaan asuransi benar-benar terjadi, 

maka tertanggung akan mendapatkan ganti rugi sebesar kerugian yang 

dideritannya. Ganti rugi yang diderita oleh perusahaan asuransi, 

didasarkan kepada kesepakatan antara kedua belah pihak yang dilakukan 

melalui beberapa cara meliputi: 

1. Membayarkan secara tunai jumlah kerugian yang diderita; 

2. Memperbaiki obyek pertanggungan yang mengalami kerusakan; 

3. Mengganti dengan barang yang sama; 
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4. Membangun kembali obyek pertanggungan yang rusak 

(Nitisusastro, 2013: 69). 

d) Prinsip Subrogasi (Subrogation) 

Subrogasi hanya mungkin terdapat pada asuransi ganti kerugian saja 

dan tidak pada asuransi sejumlah uang atau asuransi jiwa. Dalam banyak 

hal, pada perjanjian pertanggungan apabila terjadi peristiwa yang 

diperjanjikan dan menimbulkan kerugian bagi tertanggung, maka 

tertanggung selain dapat menuntut penggantian kerugian kepada 

penanggung, ia masih mungkin mempunyai tuntutan terhadap pihak ketiga 

yang menyebabkan timbulnya kerugian termaksud (Hartanto, 1985: 71). 

Prinsip subrogasi diatur dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang 

Hukum Dagang, yang berbunyi apabila seorang penanggung telah 

membayar ganti rugi sepenuhnya kepada tertanggung, maka penanggung 

akan menggantikan kedudukan tertanggung dalam segala hal untuk 

menuntut pihak ketiga yang telah menimbulkan kerugian pada 

tertanggung. Untuk memperjelas ketentuan ini, Pasal tersebut juga berarti, 

apabila tertanggung mengalami kerugian akibat kelalaian atau kesalahan 

pihak ketiga, maka perusahaan asuransi setelah memberikan ganti rugi 

kepada tertanggung, akan mengganti kedudukan tertanggung dalam 

mengajukan tuntutan kepada pihak ketiga tersebut. 

Asas subrogasi sangat berkaitan erat dengan asas indemnity, karena 

pihak asuransi hanya dapat memperoleh ganti rugi dari pihak ketiga sesuai 

dengan yang diberikan kepada tertanggung. Oleh karena itu, asas 
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subrogasi tidak berlaku pada asuransi yang tidak memakai prinsip 

indemnity seperti yang disebabkan kecelakaan ataupun kematian 

(Suharnoko, 2005:35). 

e) Prinsip Kontribusi (Contribution) 

Prinsip kontribusi merupakan bagian dari konsekuensi logis prinsip 

indemnity. Dalam prinsip semacam ini, penanggung memiliki hak otoritas 

guna mengajak penanggung-penanggung lain yang memiliki kepentingan 

serupa untuk turut andil dalam membayar ganti rugi kepada pihak 

tertanggung, meskipun jumlah nominal masing-masing penanggung tidak 

lantas harus sama. Hal tersebut bisa terjadi apabila pihak tertanggung, pada 

saat bersamaan, mempertanggungkan suatu objek benda atas suatu risiko 

yang sama kepada beberapa penanggung atau pihak perusahaan asuransi 

(Farodis, 2014: 36-37). 

2.2 Asuransi Kendaraan Bermotor 

Pada umumnya tujuan dari asuransi atau pertanggungan kendaraan 

bermotor adalah untuk mengambil alih risiko-risiko yang mungkin 

ditanggung oleh pemilik atau yang berkepentingan dari kendaraan 

bermotor yang bersangkutan terhadap akibat keuangan yang diderita 

kendaraan bermotor karena berbagai sebab. Dapat juga terhadap risiko-

risiko yang berhubungan dengan kewajiban menurut hukum untuk 

membayar ganti rugi kepada pihak ketiga berhubungan dengan suatu yang 

ada kaitannya dengan kendaraan bermotor miliknya atau yang menjadi 

tanggung jawabnya (Hartanto, 1985: 138). 
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Asuransi Kendaraan Bermotor merupakan bagian dari asuransi 

umum yang menjamin kerugian atau kerusakan pada kendaraan bermotor 

yang dipertanggungkan terhadap risiko tabrakan, perbuatan jahat orang 

lain, pencurian, kebakaran dan sambaran petir, sesuai dengan kondisi yang 

tercantum dalam Polis Kendaraan Bermotor Indonesia. Secara garis besar, 

jenis pertanggungan Asuransi Kendaraan Bermotor terbagi menjadi 2 

(dua) jenis (Sumitra, 1998): 

1. Comprehensive/All Risk (Kerugian Gabungan) memberikan jaminan 

terhadap: 

a. Kerugian/kerusakan atas kendaraan bermotor yang 

diasuransikan karena tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir 

dari jalan. 

b. Kerugian keuangan/kerusakan kendaraan bermotor karena 

perbuatan jahat orang-orang terkecuali oleh keluarga 

sendiri/orang yang bekerja dengan tertanggung atau membawa 

kendaraan tersebut seizin tertanggung. 

c. Kebakaran yang diakibatkan oleh api yang muncul dari dalam 

maupun dari luar kendaraan. 

d. Pencurian, termasuk pencurian yang dilakukan dengan 

kekerasan. 

e. Sambaran petir. 

2. Total Loss Only (TLO) menjamin kerugian kendaraan yang 

diasuransikan baik karena kecelakaan, kebakaran, maupun 
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pencurian, dimana kerugian tersebut memenuhi salah satu syarat 

berikut : 

a. Akibat kecelakaan/kebakaran, dimana biaya kerugian/kerusakan 

mencapai 75% atau lebih dari harga kendaraan. 

b. Akibat pencurian, bila dalam batas waktu 60 hari kendaraan 

tersebut belum diketemukan. 

c. Risiko sendiri untuk risiko kecelakaan dan pencurian berlaku 

jumlah yang tercantum dalam polis. 

 Perbedaan keduanya adalah bahwa pada jenis pertanggungan TLO, 

penanggung baru akan membayar kerugian apabila nilai kerugian yang 

diakibatkan oleh risiko yang dijamin melebihi 75% dari harga 

pertanggungan yang disepakati di awal, sedangkan pada jaminan 

comprehensive (all risk), tertanggung dapat mengajukan klaim untuk 

kerusakan akibat risiko yang dijamin berapapun nilai kerugian yang 

terjadi, sepanjang tidak melebihi harga pertanggungan (Sumitra, 1998). 

Sebenarnya, pertanggungan untuk kendaraan bermotor telah 

terstandarisasi, dengan jaminan dan pengecualian seperti tertera dalam 

PSKBI (Polis Standar Kendaraan Bermotor Indonesia). Resiko yang 

dijamin dalam asuransi ini adalah kerugian yang disebabkan karena 

tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, perbuatan jahat orang lain, 

pencurian, kebakaran, sambaran petir. 
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2.2.1 Polis Asuransi Kendaraan Bermotor 

Polis asuransi merupakan dokumen hukum utama yang dibuat secara 

sah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Pasal 1320 KUH 

Perdata dan Pasal 251 KUHD. Polis bukanlah suatu kontrak atau 

perjanjian asuransi, melainkan sebagai bukti adanya kontrak atau 

perjanjian itu. Hal ini tercantum dalam Pasal 258 KUHD ayat (1) dan (2) 

yang menyatakan : 

1. Untuk membuktikan hal ditutupnya perjanjian tersebut, diperlukan 

pembuktian tulisan, namun demikian bolehlah lain-lain alat 

pembuktian dipergunakan juga, manakala sudah ada suatu 

permulaan pembuktian dengan tulisan. 

2. Namun demikian bolehlah ketetapan-ketetapan dan syarat-syarat 

khusus, apabila tentang itu timbul suatu perselisihan, dalam jangka 

waktu antara penutupan perjanjian dan penyerahan polisnya, 

dibuktikan dengan segala alat bukti, tetapi dengan pengertian bahwa 

segala hal yang dalam beberapa macam pertanggungan oleh 

ketentuan undang-undang atas ancaman-ancaman batal, diharuskan 

penyebutannya dengan tegas dalam polis, harus dibuktikan dengan 

tulisan. 

Perjanjian asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, dimana 

sebelum terjadi kesepakatan, calon tertanggung mempelajari lebih dulu 

syarat-syarat yang berlaku pada asuransi. Apabila syarat-syarat yang 

ditawarkan penanggung disetujui maka pihak tertanggung mengajukan 
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surat permohonan penutupan asuransi dan kemudian ditandatangani. Atau 

dibuatkan nota penutupan asuransi (covernote) yang ditandatangani oleh 

kedua belah pihak, sebagai bukti telah terjadi kesepakatan mengenai 

syarat-syarat asuransi. 

Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 

tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian menentukan polis atau 

bentuk perjanjian asuransi dengan nama apapun, berikut lampiran yang 

merupakan satu kesatuan dengannya, tidak boleh mengandung kata-kata 

atau kalimat yang dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda 

mengenai risiko yang ditutup asuransinya, kewajiban penanggung dan 

kewajiban tertanggung atau mempersulit tertanggung mengurus haknya. 

Pada dasarnya setiap polis asuransi kendaraan bermotor mengatur 

hal-hal sebagai berikut: 

a) Kerugian atau kerusakan kendaraan bermotor yang dapat 

ditanggung oleh pihak penanggung. 

Dalam polis asuransi kendaraan bermotor ditentukan jenis 

kerusakan-kerusakan apa saja yang dapat ditanggung oleh 

penanggung dan kekecualian apa saja yang tidak dapat ditanggung. 

b) Ketentuan tentang kebakaran 

Pada bagian ini jenis kebakaran apa saja yang dapat ditanggung dan 

penyebab kebakaran karena apa. 

c) Tanggung jawab 
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Pada bagian ini diberikan ketentuan-ketentuan dan batasan, sampai 

seberapa jauh tanggung jawab menurut hukum mana sajalah yang 

ditanggung oleh penanggung. 

d) Pengecualian umum 

Ditentukan apa saja yang dikecualikan dan kewajiban mengganti 

dari pihak penanggung. Artinya untuk kerugian-kerugian yang 

dikecualikan oleh ketentuan ini maka penanggung bebas untuk 

tidak membayar ganti rugi (Hartanto, 1985: 140). 

e) Syarat-syarat umum meliputi: 

1. Hari dan tanggal kapan serta tempat di mana asuransi kendaraan 

bermotor diadakan; 

2. Nama tertanggung yang mengasuransikan kendaraan bermotor untuk 

diri sendiri atau untuk kepentingan pihak ketiga; 

3. Keterangan yang jelas mengenai kendaraan bermotor yang 

diasuransikan terhadap bahaya (risiko) yang ditanggung; 

4. Jumlah yang diasuransikan terhadap bahaya (risiko) yang ditanggung; 

5. Evenemen-evenemen penyebab timbulnya kerugian yang ditanggung 

oleh penanggung; 

6. Waktu asuransi kendaraan bermotor mulai berjalan dan berakhir yang 

menjadi tanggungan penanggung; 

7. Premi asuransi kendaraan bermotor yang dibayar oleh tertanggung; 

serta 
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8. Janji-janji khusus yang diadakan antara tertanggung dan penanggung 

(Muhammad, 2011: 182). 

2.2.2 Premi dan Risiko 

2.2.2.1 Premi 

Dalam Pasal 246 KUHD terdapat rumusan : “dengan mana 

penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima 

premi”. Berdasarkan rumusan tersebut, maka diketahui bahwa premi 

adalah salah satu unsur penting dalam asuransi karena merupakan 

kewajiban utama yang wajib dipenuhi oleh tertanggung kepada 

penaggung. Dalam hubungan hukum asuransi, penaggung menerima 

pengalihan risiko dari tertanggung dan tertanggung membayar sejumlah 

premi sebagai imbalannya. 

Agar risiko beralih kepada penanggung, maka tertanggung harus 

membayar uang premi lebih dahulu, kecuali apabila diperjanjikan lain. 

Jika premi tidak dibayar dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung 

mulai tanggal permulaan asuransi atau tanggal perpanjangan asuransi, 

berlakunya asuransi ditunda oleh penanggung tanpa pemberitahuan lebih 

dahulu. Jika sewaktu-waktu terjadi suatu kerugian/kerusakan atas 

kendaraan bermotor yang diasuransikan, tertanggung tidak berhak atas 

suatu penggantian kerugian. Penundaan tersebut akan berakhir 24 (dua 

puluh empat) jam sesudah premi diterima oleh penanggung atau asuransi 

batal demi hukum. Apabila premi tidak dibayar setelah lewat 90 (sembilan 

puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal berlakunya asuransi. Atas 
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pembatalan ini penanggung berhak atas premi untuk jangka waktu yang 

sudah berjalan sebesar 20% (dua puluh persen) dari premi setahun 

(Muhammad, 2011: 182). 

Berdasrkan uraian diatas, maka dapat dipahami bahwa premi 

asuransi merupakan syarat mutlak untuk menentukan perjanjian asuransi 

dilaksanakan atau tidak. Kriteria premi asuransi sebagai berikut : 

a. Dalam bentuk sejumlah uang; 

b. Dibayar terlebih dahulu oleh tertanggung; 

c. Sebagai imbalan pengalihan risiko; 

d. Dihitung berdasarkan presentase terhadap nilai risiko yang 

dialihkan. 

Dalam jumlah premi yang harus dibayar oleh tertanggung juga 

termasuk biaya yang berkenaan dengan pengadaan asuransi itu. Rincian 

yang dapat dikalkulasikan dalam jumlah premi adalah : 

a. Jumlah presentase dari jumlah yang diasuransikan. 

b. Jumlah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh penaggung. 

c. Kurtase untuk pialang jika asuransi diadakan melalui pialang. 

d. Keuntungan bagi penanggung dan jumlah cadangan. 

2.2.2.2 Risiko 

Definisi atau pengertian risiko diartikan beragam oleh para ilmuwan. 

Hal ini merupakan akibat luasnya ruang lingkup serta banyaknya segi-segi 

yang mempengaruhinya, sehingga tergantung dari sudut pandang dan titik 

berat dari mana seseorang itu melihat dan mengamati (Hartanto, 2008: 58). 
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Pengertian risiko oleh H.M.N. Purwosutjipto, diartikan sebagai : Risiko 

adalah kewajiban memikul kerugian yang diakibatkan karena suatu sebab 

atau kejadian diluar kesalahan sendiri. 

Menurut Radiks Purba, risiko adalah: Kemungkinan kerugian yang 

akan dialami, yang diakibatkan oleh bahaya yang mungkin terjadi tapi 

tidak diketahui lebih dahulu apakah akan terjadi dan kapan akan terjadi 

(Purba, 1992: 29). Risiko menurut C.S.T Kansil adalah, suatu 

ketidaktentuan yang berarti kemungkinan terjadinya suatu kerugian dimasa 

yang akan datang, jadi asuransi menjadikan suatu ketidakpastian menjadi 

suatu kepastian yaitu dalam hal terjadi kerugian, maka akan memperoleh 

ganti rugi. 

Untuk mempelajari tentang asuransi, khususnya asuransi kerugian 

risiko cukup dilihat sebagai ketidakpastian akan terjadinya kerugian atau 

peristiwa yang tidak diharapkan terjadi. Dengan demikian setiap terjadi 

kejadian hanya perlu memfokuskan pada dua hal pokok, yakni 

ketidakpastian (uncertainty) dan kerugian (loss). Segala sesuatu yang 

dapat dipastikan akan terjadi, tidak dapat disebut sebagai risiko. Misalnya, 

kematian. Kematian adalah suatu hal yang pasti terjadi, sehingga tidak 

dapat dikategorikan sebagai risiko. Namun kapan matinya seseorang 

adalah sesuatu hal yang tidak pasti sehingga dapat dikategorikan sebagai 

risiko. 

Berdasarkan sifatnya risiko dibagi menjadi dua, yaitu : risiko murni 

(pure risk) dan risiko spekulatif (speculative risk). Dalam risiko murni 
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kemungkinan yang akan timbul hanyalah dua hal yaitu adanya kerugian 

(loss) atau tidak adanya kerugian (no loss). Sebagai contoh, jika kita 

mengemudikan mobil untuk menuju ke suatu tempat, kita menghadapi 

risiko kecelakaan atau tidak terjadi kerugian apapun sampai di tujuan. 

Sedangkan dalam risiko spekulatif, kemungkinan yang timbul tidak 

hanya kemungkinan adanya kerugian atau tidak adanya kerugian, namun 

juga adanya kemungkinan dapat menimbulkan keuntungan bagi salah satu 

pihak dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Sebagai contoh, A 

menjual mobilnya kepada B dengan harga murah. Di satu pihak merugikan 

A, sedangkan di lain pihak menguntungkan B. Risiko yang bersifat 

spekulatif pada umumnya tidak dapat diasuransikan. 

Risiko berdasarkan obyek yang dikenai dapat dibagi menjadi tiga 

yaitu (Hartanto, 2008: 50) : 

a. Risiko perorangan atau pribadi (personal risk); 

b. Risiko harta kekayaan (property risk); 

c. Risiko tanggung jawab (liability risk). 

Risiko perorangan berhubungan dengan kematian atau 

ketidakmampuan dari seseorang, dapat mengenai jiwa atau kesehatan 

seseorang. Misalnya, kematian merupakan suatu hal yang sudah pasti 

terjadi, akan tetapi mengenai kapan matinya seseorang itu tidak dapat 

dipastikan. Seseorang juga pada suatu dapat tidak mampu lagi bekerja 

karena kecelakaan. 
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Risiko harta kekayaan dapat terjadi, karena suatu peristiwa secara 

tiba-tiba tanpa diduga sebelumnya. Misalnya, seseorang tiba-tiba dapat 

saja mengalami musibah pabrik miliknya terbakar, sehingga secara 

langsung pabrik miliknya musnah, dan secara tidak langsung seseorang 

tersebut kehilangan keuntungan akibat pabriknya terbakar. 

Risiko tanggung jawab berhubungan dengan kerugian yang menimpa 

pihak ketiga akibat perbuatan seseorang. Misalnya karena kelalaian 

seseorang dalam mengemudikan kendaraan yang menimbulkan kecelakaan 

dan mengakibatkan kerugian kepada pihak ketiga, maka sesorang tersebut 

bertanggung jawab untuk mengganti kerugian. 

Di dalam kenyataannya, ada beberapa usaha manusia untuk 

mengatasi suatu risiko, yaitu: 

1. Menghindari risiko (avoidance); 

2. Mencegah risiko (prevention); 

3. Memperalihkan risiko (transfer); 

4. Menerima risiko (assumption or retention). 

Usaha untuk mengatasi risiko yang berhubungan dengan asuransi 

memperalihkan risiko adalah tidak mungkin bagi para penanggung untuk 

menanggung segala risiko. Risiko-risiko yang dapat dialihkan kepada 

penanggung adalah risiko-risiko yang dapat diasuransikan (insurable risk). 

Karakteristik risiko-risiko yang dapat diasurasikan dalam asuransi 

kerugian, adalah sebagai berikut : 
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a. Risiko tersebut dapat menimbulkan kerugian yang dapat diukur 

dengan uang. Misalnya, kerusakan harta benda dimana tingkat ganti 

rugi dapat diukur dari biaya perbaikannya; 

b. Harus ada sejumlah besar risiko yang sama dengan risiko yang 

diasuransikan (homogeanus exposure), sehingga perusahaan asuransi 

dapat menggunakan statistik kerugian yang telah tersedia; 

c. Risiko tersebut haruslah risiko murni, sehingga usaha untuk mencari 

keuntungan dari adanya kerugian dapat dicegah; 

d. Kerugian yang ditimbulkan oleh risiko itu harus terjadi secara tiba-

tiba, tidak terduga sebelumnya bagi pihak tertanggung. 

Sedangkan karakteristik risiko-risiko yang dapat diasuransikan 

dalam asuransi sejumlah uang adalah : 

a. Risiko kematian, adalah suatu peristiwa yang pasti terjadi, tetapi tidak 

diketahui kapan akan terjadi. Kematian mengakibatkan penghasilan 

lenyap dan mengakibatkan kesulitan ekonomi bagi keluarga/ 

tanggungan yang ditinggalkan; 

b. Risiko hari tua, adalah suatu peristiwa yang pasti terjadi dan dapat 

diperkirakan kapan akan terjadi, tetapi tidak diketahui berapa lama 

terjadi. Hari tua menyebabkan kekurang mampuan untuk memperoleh 

penghasilan dan mengakibatkan kesulitan ekonomi bagi diri sendiri 

dan keluarga / tanggungan; 

c. Risiko kecelakaan, suatu peristiwa yang tidak pasti terjadi, tetapi tidak 

mustahil terjadi. Kecelakaan dapat mengakibatkan kematian atau 
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ketidakmampuan. Merosotnya kondisi kesehatan apalagi menjadi 

cacat seumur hidup menyebabkan kesukaran ekonomi bagi diri sendiri 

dan keluarga / tanggungan (Purba, 1992: 266). 

2.2.3 Kerugian dan Ganti Kerugian 

2.2.3.1 Kerugian 

Kerugian yang terjadi dalam konteks perasuransian biasanya 

dinyatakan dalam bentuk kerugian ekonomi dan besarnya dinilai dalam 

satuan mata uang, meskipun dampak kerugian yang ditimbulkan oleh 

terjadinya risiko bisa menimpa harta benda dan jiwa manusia, namun 

hakim pengadilan biasanya menjatuhkan keputusannya ke dalam kerugian 

ekonomi dan menyatakan besarnya dalam satuan mata uang (Nitisusastro, 

2013: 63). 

Jika kendaraan bermotor yang diasuransikan pada saat terjadinya 

kerugian atau kerusakan oleh suatu bahaya yang ditanggung dalam 

asuransi kendaraan bermotor ini, harga sebenarnya kendaraan tersebut 

lebih besar dari pada harga asuransi, maka penanggung akan 

menggantinya menurut hitungan dari bagian yang diasuransikan terhadap 

bagian yang tidak diasuransikan. Kerugian ini disebut kerugian sebagian 

(partial loss) dan asuransi ini disebut asuransi dibawah harga (under 

insurance). Selain itu, ada pula yang disebut kerugian total (total loss). 

Kerugian total adalah kerusakan atau kerugian yang biaya perbaikannya 

diperkirakan sama dengan atau lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) 

dari harga sebenarnya kendaraan bermotor tersebut bila diperbaiki atau 
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hilang karena dicuri dan tidak ditemukan dalam waktu 60 (enam puluh) 

hari sejak terjadinya pencurian atas kendaraan bermotor yang 

diasuransikan tersebut. 

Menyimpang dari Pasal 277 ayat 1 KUHD, dalam hal terjadinya 

kerugian dan kerusakan atas kendaraan bermotor yang diasuransikan 

dengan polis ini, yang kendaraan bermotor tersebut sudah ditanggung oleh 

1 (satu) atau lebih asuransi lain dan jumlah segala asuransi itu lebih dari 

harga kendaraan bermotor yang dimaksudkan itu, maka jumlah yang telah 

diasuransikan dengan polis ini dianggap berkurang menurut perbandingan 

antara jumlah segala asuransi dengan harga yang diasuransikan. Akan 

tetapi, premi tidak dikurangi atau dikembalikan. Asuransi ini disebut 

asuransi rangkap. Ketentuan ini tetap dijalankan walaupun segala asuransi 

yang dimaksud itu dibuat dengan beberapa polis dan hari yang berlainan, 

yang tanggalnya lebih dahulu daripada tanggal polis ini dan tidak berisi 

ketentuan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Apabila terjadi 

kerugian atau kerusakan, atas permintaan penanggung, tertanggung wajib 

memberitahukan secara tertulis segala asuransi lain yang sedang berlaku 

atas kendaraan bermotor yang sama pada saat terjadinya kerugian atau 

kerusakan. 

Tertanggung yang bertujuan memperoleh keuntungan dari jaminan 

polis ini, yang dengan sengaja memberi laporan tidak benar dengan: 

1. memperbesar jumlah kerugian yang diderita; 
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2. menyembunyikan barang-barang terselamatkan atau barang-barang 

sisanya dan menyatakannya sebagai barang-barang yang musnah; 

3. mempergunakan surat atau alat bukti palsu, dusta atau tipuan; 

4. melakukan atau menyuruh melakukan tindakan-tindakan yang 

menimbulkan kerugian atau kerusakan yang dijamin polis ini; 

5. melakukan kesalahan atau kelalaian yang sangat melampaui batas, 

sehingga menimbulkan kerugian dan atau kerusakan yang sedianya 

dijamin polis ini. 

2.2.3.2 Ganti Kerugian 

Ganti rugi merupakan kompensasi yang harus dibayarkan oleh 

pelanggar terhadap kerugian yang timbul akibat tindakan anti persaingan 

yang dilakukannya. Dalam ilmu hukum, pengertian ganti rugi dapat 

dibedakan ke dalam beberapa kategori, yaitu: (Salim, 2004: 32) 

1. Ganti rugi nominal, yaitu ganti rugi berupa pemberian sejumlah 

uang, meskipun kerugian sebenarnya tidak bisa dihitung dengan 

uang, bahkan bisa jadi tidak ada kerugian material sama sekali. 

2. Ganti rugi penghukuman (punitive damages) yaitu suatu ganti rugi 

dalam jumlah besar yang melebihi dari jumlah kerugian yang 

sebenarnya, ganti rugi itu dimaksudkan sebagai hukuman bagi si 

pelaku. 

3. Ganti rugi aktual (actual damages) yaitu kerugian yang benar-

benar diderita secara aktual dan dapat dihitung dengan mudah 

sampai kenilai rupiah. 
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4. Ganti rugi campuran (remedy meddling) yaitu suatu variasi dari 

berbagai taktik dimana pihak kreditur berusaha untuk memperbesar 

haknya jika pihak debitur wanprestasi dan mengurangi atau 

menghapuskan kewajibannya jika digugat oleh pihak lain dalam 

kontrak tersebut. 

Hak tertanggung atas ganti kerugian berdasarkan polis ini hilang 

dengan sendirinya apabila tidak memenuhi kewajiban berdasarkan polis 

ini, tidak mengajukan tuntutan ganti kerugian dalam waktu 12 (dua belas) 

bulan sejak terjadinya kerugian atau kerusakan, tidak mengajukan 

keberatan atau menempuh penyelesaian melalui upaya hukum dalam 

waktu 6 (enam) bulan sejak penanggung memberitahukan secara tertulis 

bahwa tertanggung tidak berhak untuk mendapatkan kerugian. Hak 

tertanggung atas ganti kerugian yang lebih besar dari pada yang disetujui 

penanggung akan hilang apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak 

penaggung memberitahukan secara tertulis, penanggung tidak mengajukan 

keberatan atau menempuh penyelesaian melalui upaya hukum. 

2.2.4 Berakhirnya Asuransi Kendaraan Bermotor 

a. Pembatalan Polis 

Penanggung dan tertanggung masing-masing berhak setiap waktu 

menghentikan asuransi tanpa diwajibkan memberitahukan alasannya. 

Pemberitahuan penghentian demikian dilakukan secara tertulis yang 

dikirim melalui pos tercatat oleh pihak yang menghendaki penghentian 

asuransi kepada pihak lainnya di alamat terakhir yang diketahui. 
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Penanggung bebas dari segala kewajiban berdasarkan polis ini 3 (tiga) hari 

kerja tehitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan tersebut 

pukul 12.00 siang waktu setempat. Dalam hal tertanggung yang 

membatalkan, tertanggung wajib membayar premi untuk jangka waktu 

yang sudah dijalani yang diperhitungkan menurut skala premi asuransi 

jangka pendek. Apabila penanggung yang membatalkan, penanggung 

wajib mengembalikan premi untuk waktu asuransi yang belum berjalan 

(Muhammad, 2011:192). 

b. Peralihan Hak Pemilik 

Apabila kendaraan bermotor dan atau kepentingan yang 

diasuransikan pindah tangan, baik berdasarkan suatu persetujuan maupun 

karena tertanggung meninggal dunia, maka menyimpang dari Pasal 263 

KUHD polis ini batal dengan sendirinya 10 (sepuluh) hari kalender sejak 

pindah tangan tersebut, kecuali apabila penanggung setuju melanjutkannya 

(Muhammad, 2011: 192). 

c. Terjadi Kerugian Total 

Asuransi juga akan berakhir dengan sendirinya sesudah dilakukan 

penggantian kerugian atas dasar kehilangan atau kerusakan seluruhnya 

(total loss) atau yang dapat dipersamakan dengan itu tanpa pengembalian 

premi walaupun asuransinya jangka panjang (Muhammad, 2011: 192). 

d. Berakhirnya jangka waktu asuransi 

asuransi juga akan berakhir dengan sendirinya sesudah berakhirnya 

jangka waktu asuransi menurut polis ini (Muhammad, 2011: 192). 
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2.3 Kendaraan Bermotor 

Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh 

peralatan teknik untuk pergerakannya, dan digunakan untuk transportasi 

darat. Umumnya kendaraan bermotor menggunakan mesin pembakaran 

dalam (perkakas atau alat untuk menggerakkan atau membuat sesuatu yg 

dijalankan dengan roda, digerakkan oleh tenaga manusia atau motor 

penggerak, menggunakan bahan bakar minyak atau tenaga alam). 

Kendaraan bermotor memiliki roda, dan biasanya berjalan di atas jalanan. 

Berdasarkan UU No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan yang dimaksud dengan peralatan teknik dapat berupa 

motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu 

sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor 

yang bersangkutan. Pengertian kata kendaraan bermotor dalam ketentuan 

ini adalah terpasang pada tempat sesuai dengan fungsinya. Termasuk 

dalam pengertian kendaraan bermotor adalah kereta gandengan atau kereta 

tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor sebagai 

penariknya. 

2.4 Kecelakaan dan Pencurian 

2.4.1 Kecelakaan 

Kecelakaan tidak terjadi kebetulan, melainkan ada sebabnya. Oleh 

karena ada penyebabnya, sebab kecelakaan harus dianalisis dan 

ditemukan, agar tindakan korektif kepada penyebab itu dapat dilakukan 

serta dengan upaya preventif lebih lanjut kecelakaan dapat dicegah. 
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Kecelakaan merupakan tindakan tidak direncanakan dan tidak terkendali, 

ketika aksi dan reaksi objek, bahan, atau radiasi menyebabkan cedera atau 

kemungkinan cedera (Heinrich, 1980). Kecelakaan dapat diartikan sebagai 

tiap kejadian yang tidak direncanakan dan terkontrol yang dapat 

disebabkan oleh manusia, situasi, faktor lingkungan, ataupun kombinasi-

kombinasi dari hal-hal tersebut yang mengganggu proses kerja dan dapat 

menimbulkan cedera ataupun tidak, kesakitan, kematian, kerusakaan 

property ataupun kejadian yang tidak diinginkan lainnya. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan, mengungkapkan kecelakaan lalu lintas adalah 

suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang 

melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang 

mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. 

Kecelakaan lalu lintas adalah kejadian pada lalu lintas jalan yang 

sedikitnya melibatkan satu kendaraan yang menyebabkan cedera atau 

kerusakan atau kerugian pada pemiliknya (korban). Kecelakaan lalu lintas 

merupakan kejadian yang sulit diprediksi kapan dan dimana terjadinya. 

Kecelakaan tidak hanya trauma, cedera, ataupun kecacatan tetapi juga 

kematian. Kasus kecelakaan sulit diminimalisasi dan cenderung meningkat 

seiring pertambahan panjang jalan dan banyaknya pergerakan dari 

kendaraan. 

Dari beberapa definisi kecelakaan lalu lintas dapat disimpulkan 

bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa pada lalu lintas 
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jalan yang tidak diduga dan tidak diinginkan yang sulit diprediksi kapan 

dan dimana terjadinya, sedikitnya melibatkan satu kendaraan dengan atau 

tanpa pengguna jalan lain yang menyebabkan cedera, trauma, kecacatan, 

kematian dan/atau kerugian harta benda pada pemiliknya (korban). 

2.4.2 Pencurian 

Pencurian mengandung elemen-elemen, perbuatan mengambil, suatu 

barang atau yang diambil, seluruhnya atau sebagian milik orang lain, 

pengambilan dengan maksud memiliki. Dalam pencurian mengambil yang 

dimaksud adalah mengambil untuk dikuasai, maksudnya waktu pencuri 

mengambil barang, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, 

apabila waktu memiliki barang itu sudah ada ditangannya, maka perbuatan 

tersebut bukan termasuk pencurian tetapi penggelapan, pencurian 

dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat. 

Pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan 

manusia yang diatur dalam Bab XXII Buku II Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (KUHP) dan merupakan masalah yang tak habis-habisnya. 

Pencurian sudah merajalela di kalangan masyarakat, baik di desa, di kota, 

maupun di negara lain. 

Pasal 362 KUHP yang berbunyi: 

“Barang siapa yang mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau 

sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan 

memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian 
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dengan hukuman pidana penjara selama-lamanya lima tahun atau 

pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”. 

Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur 

Pasal 362 KUHP terdiri dari unsur subjektif yaitu dengan maksud untuk 

menguasai benda tersebut secara melawan hukum dan unsur-unsur objektif 

yakni, barangsiapa, mengambil, sesuatu benda dan sebagian atau 

seluruhnya kepunyaan orang lain. 
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2.5 Kerangka Berfikir 
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Keterangan : 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320 adalah sebagai 

landasan dalam perjanjian asuransi. Dalam prosedur penyelesaian klaim 

asuransi, terdapat beberapa hal yang penting untuk diperhatikan oleh 

nasabah selaku pihak tertanggung. Adapun penyelesaian klaim antara lain, 

mencakup beberapa poin yaitu: 

a. Apabila pihak tertanggung menyetujui berkenaan dengan jumlah 

ganti rugi yang diajukan oleh pihak penanggung, maka 

pembayaran klaim akan dilaksanakan. 

b. Apabila pihak tertanggung tidak menyetujui berkenaan dengan 

jumlah ganti rugi yang diajukan oleh pihak penanggung, maka 

jumlah ganti rugi akan berpijak pada keputusan pengadilan. 

Tidak jarang asuransi juga berpotensi untuk menjadi pokok 

perselisihan antara pihak tertanggung dengan pihak penanggung. Apabila 

hal semacam ini memang benar-benar terjadi, dalam hal ini terdapat 

beberapa upaya penyelesaian yang bisa ditempuh. Berikut ini penjelasan 

mengenai beberapa upaya penyelesaian tersebut: 

Jalan negosiasi atau perundingan merupakan salah satu jalan yang 

kerap ditempuh oleh pihak tertanggung dengan pihak penaggung apabila 

perselisihan terjadi. Cara semacam ini juga terbukti sebagai salah satu 

bentuk cara yang cukup efektif dalam penyelesaian perselisihan antara 

pihak tertanggung dengan pihak tertanggung. 
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Apabila tidak tercapai kata sepakat dalam proses negosiasi atau 

perundingan oleh pihak tertanggung dan pihak penanggung, maka hal itu 

akan berlanjut pada pengadilan. Hal itu merupakan jalan terakhir yang bisa 

ditempuh oleh pihak tertanggung guna melakukan gugatan terhadap pihak 

penanggung. Apabila hal itu sudah ditempuh, maka sepenuhnya keputusan 

akan diserahkan kepada pengadilan dalam penyelesaian perselisihan 

tersebut. 

Setelah semua permasalahan diselesaikan, maka pihak penanggung 

akan dengan sesegera mungkin untuk melakukan pembayaran klaim atau 

mengganti kerugian, baik hal itu dilakukan secara tunai, cek atau giro, 

maupun melalui jalan mentransfernya, atau bisa pula dengan cara 

melakukan perbaikan, penggantian, maupun dengan jalan melakukan 

pemulihan kembali (Sigma, 2011, 159). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Metode Pendekatan 

Penelitian ini mengunakan metode pendekatan Yuridis Empiris. 

Metode pendekatan yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang digunakan 

untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder 

terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan 

penelitian terhadap data primer dengan menemukan kenyataan hukum 

yang dialami di lapangan. Penelitian hukum yuridis maksudnya adalah 

pendekatan melalui studi kepustakaan yaitu penelitian terhadap data 

sekunder yang mengacu pada hukum atau peraturan perundang-undangan 

yang berlaku, terori hukum dan pendapat para sarjana. Penelitian hukum 

empiris maksudnya penelitian hukum yang memperoleh data dari data 

primer yang berpegang pada perumusan masalah melalui penetapan objek, 

pengumpulan data, penarikan kesimpulan (Soemitro, 1983:7). 

3.2 Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis empiris. Karena 

mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik antara hukum dengan 

lembaga-lembaga sosial yang lain (Soemitro, 1988: 34). Tipe penelitian ini 

dianggap bisa membahas lebih dalam mengenai masalah yang dialami 

masyarakat dalam bidang hukum perdata khususnya hukum asuransi. 

Penelitian ini mengenai hukum yang berhubungan dengan ganti rugi 

asuransi mobil yang disebabkan oleh kecelakaan dan pencurian. 
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3.3 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mendapat gambaran dan informasi 

yang lebih jelas, lengkap, serta memungkinkan dan mudah bagi peneliti 

untuk melakukan penelitian observasi. Oleh karena itu, maka penulis 

menetapkan lokasi penelitian adalah tempat di mana penelitian akan 

dilakukan. Dalam hal ini, lokasi penelitian terletak di PT. Adira Dinamika 

Semarang. 

3.4 Fokus Penelitian 

Penetapan fokus penelitian merupakan tahap yang sangat 

menentukan dalam penelitian kualitatif, karena dalam penelitian kualitatif 

tidak dimulai dari sesuatu yang kosong atau tanpa adanya masalah, baik 

masalah-masalah yang bersumber dari pengalaman peneliti atau 

melakukan kepustakaan ilmiah (Moleong, 2000:62). 

Penentuan fokus penelitian memiliki 2 (dua) tujuan, yaitu pertama 

penetapan fokus dapat membatasi studi. Jadi dalam hal ini fokus akan 

membatasi bidang inkruiri. Kedua, penetapan fokus ini berfungsi untuk 

memenuhi kriteria-kriteria inklusi-ekslusi atau memasukan-mengeluarkan 

suatu informasi yang diperoleh di lapangan (Moleong, 2002:62). 

Penulis memfokuskan penelitian dan pengkajian masalah Penerapan 

Ganti Rugi Pada Asuransi Mobil Yang Disebabkan Oleh Kecelakaan Dan 

Pencurian (Studi Kasus Di PT. Adira Dinamika Semarang). Adapun yang 

menjadi fokusnya adalah masalah:  
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1. Bagaimana penerapan ganti rugi pada asuransi mobil yang 

disebabkan oleh kecelakaan dan pencurian di PT. Adira Dinamika 

Semarang? 

2. Bagaimana tanggung jawab hukum apabila tertanggung dituntut 

oleh pihak ketiga sehubungan dengan kerugian atau kerusakan 

yang disebabkan oleh kendaraan yang diasuransikan? 

Dari pemfokusan masalah yang diambil oleh penulis diharapkan 

dapat memperjelas dan mempertajam bahasan yang akan diambil oleh 

penulis sehingga lebih detail dan rinci serta tidak menimbulkan berbagai 

persepsi yang terlalu luas tentang penulisan dan kajian yang terdapat 

dalam skripsi ini. 

3.5 Sumber Data Penelitian 

Sumber data adalah benda, hal atau orang, dan tempat di mana 

peneliti mengamati, membaca, atau bertanya tentang data. Lofland, 

(Moleong, 2002; 22): menyatakan bahwa, sumber data utama dalam 

penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan. Adapun jenis sumber 

data penelitian ini meliputi : 

3.5.1 Data Primer 

Sumber data primer merupakan data pokok yang diperlukan 

dalam penelitian yang berasal dari responden dan informan yang 

merupakan sumber data utama. Sumber data utama dalam 

penelitian kualitatif adalah “kata-kata dan tindakan, selebihnya 
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adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain” (Moleong, 

2007; 157). Sumber data primer ini berasal dari: 

a) Informan 

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan 

informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian 

(Moleong, 2002: 112). Dalam penelitian ini informan disini 

adalah: 

1) Pimpinan asuransi  PT. Adira Dinamika Semarang; 

2) Staf dan Karyawan PT. Adira Dinamika Semarang; 

b) Responden 

Responden adalah orang yang terkait langsung dengan penelitian 

ini meliputi: 

1) Nasabah yang mengasuransikan kendaraan bermotor di 

PT. Adira Dinamika Semarang. 

3.4.2 Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah data pustaka berisikan 

informasi tentang bahan primer, data diperoleh dalam literatur-

literatur dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan obyek 

dan permasalahan yang diteliti. 

Data Sekunder meliputi: 

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 

2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang; 
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3. Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha 

Perasuransian; 

4. Buku-buku yang membahas tentang Asuransi; 

5. Hasil karya ilmiah atau tulisan para sarjana tentang ganti 

rugi asuransi kendaraan bermotor. 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang dimaksud tersebut secara akurat, 

diperlukan teknik pengumpulan data yang sesuai dengan karakteristik 

penelitian kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 

adalah: 

a. Observasi 

Observasi dilakukan di PT. Adira Dinamika Semarang, yang 

bertujuan untuk mengumpulkan data yang dilakukan suatu pengamatan, 

dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku 

objek sasaran (Fathoni, 2006; 104). 

b. Wawancara 

“Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya 

jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari 

pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancara” 

(Fathoni, 2006; 105). 

Wawancara ini diadakan secara langsung kepada pihak-pihak yang 

terkait dengan penerapan ganti rugi asuransi kendaraan bermotor pada PT 

Adira Dinamika Semarang. Pimpinan PT Adira Dinamika Semarang, Staf 
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dan Karyawan PT. Adira Dinamika Semarang, Nasabah yang 

mengasuransikan kendaraan bermotornya di PT. Adira Dinamika 

Semarang. Data yang ingin didapat dalam wawancara ini adalah data 

tentang penerapan ganti rugi atas asuransi kendaraan bermotor yang 

disebabkan oleh kecelakaan dan pencurian. 

c. Studi Dokumentasi 

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif 

dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh 

subjek sendiri atau orang lain tentang subjek. Meleong (Herdiansyah, 

2010: 143) mengemukakan dua bentuk dokumen yang dapat dijadikan 

bahan dalam studi dokumentasi, yaitu: 

1. Dokumen Pribadi 

Dokumen pribadi adalah catatan atau karangan seseorang 

secara tertulis tentang tindakan, pengalaman dan kepercayaan. 

Tujuan dari dokumentasi ini adalah untuk memperoleh sudut 

pandang orisinal dan kejadian situasi nyata. 

2. Dokumen Resmi 

Dokumen resmi dipandang mampu memberikan gambaran 

mengenai aktivitas, ketertiban individu pada suatu komunitas 

tertentu dalam setting sosial. Dokumen dalam penelitian ini 

adalah dokumen resmi yang diperoleh di PT. Adira Dinamika 

Semarang. 
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Atas dasar tersebut, ketiga teknik pengumpulan data di atas 

digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh informasi dan 

diharapkan informasi yang diperoleh saling melengkapi. 

3.7 Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah “proses mengorganisasikan dan mengurutkan 

data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat 

ditentukan tema dan dapat dirumuskan oleh data” (Moleong, 1990; 103). 

Proses analisis data dimulai dengan menelaah semua yang tersedia 

dari berbagai “sumber yaitu wawancara, pengamatan yang sudah 

dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, 

gambar, foto dan sebagainya” (Moleong, 1990; 190). Setelah data sudah 

terkumpul cukup diadakan penyajian data lagi yang susunannya dibuat 

secara sistematik sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan berdasarkan 

data tersebut. 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berlangsung 

bersamaan dengan proses pengumpulan data. Langkah-langkah yang 

ditempuh adalah: 

1. Mengumpulkan data dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, 

kemudian dipilih dan dikelompokkan berdasarkan kemiripan data. 

2. Reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemutusan perhatian pada 

penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-

catatan tertulis di lapangan. Tujuannya untuk memudahkan 

pemahaman terhadap data yang terkumpul. 
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3. Data yang telah dikatagorikan tersebut diorganisir sebagai bahan 

penyajian data. Penyajian data, yaitu sekumpulan informasi tersusun 

yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. Penyajian data dilaksanakan dengan cara 

deskriptif yang didasarkan kepada aspek yang diteliti. hal tersebut 

kemungkinan dapat mempermudah gambaran seluruhnya atau bagian 

tertentu dari aspek yang diteliti. 

4. Simpulan atau verifikasi, yaitu suatu kegiatan konfigurasi yang utuh. 

Simpulan ini dibuat berdasarkan pada pemahaman terhadap data yang 

telah disajikan dan dibuat dalam pernyataan singkat dan mudah 

dipahami dengan menguji pada pokok permasalahan yang diteliti. 

Penelitian ini mengumpulkan data, reduksi data, penyajian data dan 

penarikan simpulan sebagai salah satu yang terkait pada saat sebelum, dan 

sesudah pengumpulan data (Sugiyono, 2008: 347). 

Berikut ini adalah analisis data kualitatif : 

 

 

 

 

 

 

Bagan 3.1 Komponen dan alur analisis data kualitatif 

Sumber: (Miles dan Hubermann, 1992: 20). 
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Keempat komponen tersebut saling interaktif yang saling 

mempengaruhi dan terkait. Pertama peneliti melakukan penelitian di 

lapangan dan mengadakan wawancara dan studi dokumen yang disebut 

tahap pengumpulan data. Banyaknya data yang diperoleh maka perlu 

diadakan reduksi data guna memilih data mana yang berguna mana yang 

tidak dipakai. Setelah melakukan reduksi data kemudian dilanjutkan 

penyajian data hasil-hasil penelitian. Apabila ketiga komponen tersebut 

telah selesai dilakukan, maka diambil sebuah kesimpulan dan penafsiran 

data. 

3.8  Prosedur Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti mengimbangi kegiatan penelitian 

dalam tiga tahap, yaitu tahap pra-penelitian, tahap penelitian dan tahap 

pembuatan laporan. 

1. Tahap pra-penelitian 

Tahap pra-penelitian peneliti membuat rencana skripsi dan 

mempersiapkan perlengkapan penelitian. 

2. Tahap Penelitian 

Proses penelitian diawali dengan mengumpulkan data, baik yang 

berupa data primer maupun data sekunder. Data primer diperoleh melalui 

wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh data dari dokumen-

dokumen, buku literatur maupun data penunjang lainya. Data primer dan 

sekunder tersebut diperiksa keabsahan datanya dengan menggunakan 

teknik triangulasi, yaitu pengecekan dengan membandingkan data yang 



63 

 
 

satu dengan data yang lain. Selanjutnya data tersebut dianalisis untuk 

mendapatkan kejelasan terhadap masalah yang diteliti. 

3. Tahap Pembuatan Laporan Penelitian 

Tahap pembuatan laporan penelitian ini peneliti menyusun data hasil 

penelitian untuk menganalisis kemudian dideskrpsikan sebagai suatu 

pembahasan yang pada akhirnya menghasilkan suatu laporan penelitian 

yang disusun secara sistematis. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan 

ganti rugi asuransi mobil yang disebabkan oleh kecelakaan dan pencurian 

pada PT. Adira Dinamika Semarang adalah sebagai berikut: 

1. Penerapan ganti rugi pada asuransi mobil yang disebabkan oleh 

kecelakaan dan pencurian studi kasus di PT. Adira Dinamika 

Semarang dalam pengajuan klaim, tertanggung akan memperoleh 

ganti kerugian dari penanggung. Bila peristiwa yang diadakan 

menimbulkan kerugian, maka penanggung berkewajiban 

membayar ganti kerugian. Penggantian kerugian tersebut berupa 

perbaikan bengkel, pembayaran uang tunai, serta penggantian 

suku cadang. 

2. Sedangkan tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga 

sehubungan dengan kerusakan atau kerugian yang diakibatkan 

oleh tertanggung, upaya yang dilakukan oleh PT. Adira 

Dinamika Semarang memberikan ganti kerugian kepada pihak 

ketiga yang diselesaikan dengan jalan negosiasi atau 

perundingan. 
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5.2 Saran 

Saran yang dapat peneliti sampaikan terkait hasil penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengatasi penyelesaian klaim kendaraan bermotor yang 

bermasalah baik pihak penanggung, tertanggung maupun pihak 

ketiga harus saling jujur sebelum klaim diajukan. 

2. Seharusnya dalam pembayaran ganti kerugian kepada pihak 

tertanggung maupun pihak ketiga dapat diatasi dengan cepat, dan 

pihak tertanggung harus mempunyai rasa tanggungjawab dalam 

pembayaran premi dan tanggap apabila terjadi kehilangan, 

kecelakaan dan kerusakan mobil. 

3. Bagi pihak tertanggung yang belum mendapatkan ganti kerugian 

dari PT. Adira Dinamika Semarang, dapat menempuh jalan 

pengadilan apabila jalan negosiasi atau perundingan tidak 

mendapatkan kesepakatan. Karena cara ini adalah cara yang 

efesien dan praktis untuk menghasilkan keputusan tanpa 

merugikan kedua belah pihak. 
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